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Abstract: Thisstudy aimsto find synergies decentralization policy formulation by taking the case
of policy conflictsmanagement K2l oil palm plantationsin Riau years 2005-2010. The method used
qualitative methods. Interactive method that covers datacollection, datadisplay, dataverification,
and withdrawal kesimpulan.This study found that first, the formulation of policy synergy across
the ministry after the regional autonomy is characterized by changing patterns of interaction of
bureaucrats, businessmen, politiciansand local ditesto the increasingly dynamic; Second, the actors
attempt to mobilize resources and conflicting preferences; Third, arenas and networks used by local
litesincreasingly overlap. Theresultsof thisstudy isexpected to contributeto science and technology
policy formulation in the form of synergy model, conflict mapping and plantation-based policy
recommendationsfor national and local governmentsinimproving development policiesinthefuture.
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Persoalan besar di Indonesiatermasuk Riau sgjak
ditergpkannyakebijakan desentrdisas dan otonomi
daerah adalah semakin maraknya konflik yang
berkaitan dengan pengel olaan sumber dayaaam
(SDA) terutama perkebunan kel apa sawit. Studi
Casson (2000:274), dan Hidayat (2001:77),
menunjukkan bahwa hal konflik ini tidak hanya
melibatkan pemerintah (Daerah), perusahaan,
masyarakat |okal, tetapi sudah melibatkan dunia
internasiond. Secarafaktud konflik ituterlinat antara
lain dari friks antaragubernur dan wakil gubernur
Riau, 2005 (Zulfilmani.,2005:20 ) dan konflik
masyarakat dengan kelompok internasional
misalnyagreen feace
Fakta itu menunjukkan bahwa konflik semakin
banyak dan intensitasnya semakin meningkat.
Pengamatan awal menimbulkan dugaan bahwa
konflik ini berkaitan dengan formulasi kebijakan
publik mengenai perkebunan kelgpasawit. Studi ini
dilakukan berdasarkan asumsi bahwa kebijakan
publik adalah akibat dari pergulatan pihak-pihak
yang berkepentingan atau aktor-aktor yang terlibat
dalam perumusan kebijakan publik.

Berdasarkan latar belakang di atas,
pendlitianini berusahauntuk menjawab pertanyaan

pokok pendlitian adalah formulas snergi kebijakan
yang bagamamanakah yang dapat mengd olakonflik
kebijakan perkebunan kelapa sawit K21 di Riau
2005-20107? Pertanyaan pokok tersebut dapat
dirinci secaralebih spesifik adalah sebagai berikut:
Sigpasgaaktor terlibat dalam proseskebijakanitu?
Apakepentingan dan masal ah kebijakan masing-
masing aktor? Bagaimanakah preferens paraaktor
mengorganisir diri dan berkoalisi?,dan apayang
menjadi sumberdaya politik para aktor lokal
tersebut? Untuk |ebih memudahkan memahami
formulas kebijakan publik harus digunakan suatu
pendekatan atau model tertentu. Salah satu model
dalamformulas kebijakan publik addah pendekatan
model kelompok.

Model teori kelompok menurut Nugroho
(2008:3630) mengandaikan kebijakan sebagal
keseimbangan. Disini individu dan kelompok-
kelompok berkepentingan berinteraks baik secara
forma maupun secarainformal. Peransstem politik
adal ah untuk memenejemen pengel olaan konflik
yang muncul dari adanyaperbedaan tuntutan mesing-
masing kelompok atau aktor. Aktor-aktor yang
terlibat dalam formulasi kebijakan publik adalah
pembuat kebijakan, kelompok-kelompok
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kepentingan,kekuatan kekuatan politik dan
kelompok penekan (pressure group). Berdasarkan
teori kelompok tersebut maka tujuan penelitian
add ah untuk mengandisisformulas kebijakan K2l
dibidang perkebunan kelapa sawit di Riau tahun
2005-2010. Secara khusus penelitian bertujuan
untuk & menegetahui aktor-aktor yang terlibat dam
perumusan kebijakan,b) mengidentifikasi
kepenti ngan-kepentingan masing aktor,c) bagamana
aktor mengorganisr diri dan berkodis serta, d) gpa
kekuatan atau sumberdaya aktor-aktor tersebut.
Ddammengandissformulas kebijakan K2l
perkebunan kelapa sawit ditempuh 4 (empat)
langkah yaitu: Pertama, merumuskan atau
mengidentifikas aktor-aktor yang“mendukung” atau
yang“menolak” kebijakan perkebunan kel gpasawit
di Riau, dan menentukan apayang menjadi tujuan
dan kepentingannya. Langkah ini mengasumsikan
para aktor adalah individu atau institusi yang
berupaya memaks malkan utulitas, dan melakukan
perhitungan keuntungan dan kerugian sebaik-
baiknya dalam mencapal tujuan. Aktor-aktor
tersebut baik yang berasal dari kalangan birokras
seperti KepalaDaerah, Bupati, Dinas perkebunan,
Dinas Kehutanan, Badan Pertanahan Nasional
(BPN), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
perivind Riau. Sdanituakandiandigsjugaperilaku
aktor dari kalangan Perusahaan pengembang kebun
sawit K2I. Kedua, menggambarkan preferensi
masing-masing aktor mengenai kebijakan
perkebunan kel apa sawit yang akan diterapkan di
Riau. Sebagaimana diketahui bahwa terdapat
setidaknyaempat pola kebijakan pengembangan
kel gpasawit yakni Pola; Perkebunan Besar Swasta,
Perkebunan Besar Negara, Perkebunan Rakyat, dan
Perusahaan Inti Rakyat (PIR). Dari keempat pola
tersebut dalam perumusannyaterdapat paling tidak
empat isu utama yang terkait dengan kebijakan
perkebunan, yaitu; pertanahan, lapangan kerja,
teknologi, dan lingkungan. Dalam menentukan
pilihan-pilihan terhadap penangananisu-isuini para
aktor digambarkan sebagal pihak yang sukapada
polayang dapat memaksi malkan keuntungannya.
Ketiga, mendiskripsikan bagaimana para aktor
berkoalisi dalam mencapai tujuan. Koalisi ini
dilakukan dalam rangkamemperkuat dayatawar
terhadap kelompok lain. Para aktor mengkom-
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promikan kepentingannya dengan aktor atau
kelompok lainnya. Langkahini antaralain bertujuan
untuk mendapatkan dukungan dalam memperkuat
koalig. Paraaktor melakukan tindakan yang dapat
diklasfikasikan bersfat “mendukung”, “menol ak”
dan“menerimadengan syarat” kebijakan. Dalam
kasus pembangunan kel apasawit di Riau, masing-
masing kelompok saling mempengaruhi isu
kebijakan. Kelompok yang mendukung kebijakan
kelapa sawit misalnya Pemda maupun swasta
melakukan konsolidasi. Tujuannya agar dapat
meyakinkan pihak yang menolak atauyang menerima
dengan syarat kebijakan pada akhirnya dapat
menerima. Keempat, mengandisisbagaimanapara
aktor berinteraks dengan lembaga-lembagasosial
lainnyaddam rangkamemperjuangkan kepentingan
untuk mencapai tujuan. Apakah memakai
pendekatan “bergaining”, “persuasi”’, atau
“komando” Aktor yang responnya*“ mendukung”
pembangunan perkebunan kelapasawit baik dari
Pemdamaupun Swastamempunyal sumber daya
ekonomi-politik besar kemungkinan melakukan
tawar menawar atau “tekanan” kepada aktor yang
responnya‘“menolak” kebijakan kel apasawit yang
diperolen masyarakat Riaul.

METODE

Jenispenditianini adalah studi kasus(case
study). Alasan penulis menggunakan metodeini
addahkarenastudi formulas kebijakan desentrdisas
kasus kebijakan perkebunan kelapa sawit
melibatkan banyak variabd dansedikit variabe yang
dapat dikontrol secarajelas. Untuk mengatasinya,
dipilihlah strategi penelitian studi kasus. Sumber data
yang dipergunakan dalam studi ini adalah data
sekunder maupun primer. Sumber data skunder
diperoleh dari bahan dokumen yang berkaitan
dengan perkebunan kelapa sawit, baik dicetak
ataupun elektronik. Sumber data sekunder ini
add ah; laporan penditian, jurnd ilmiah, buku-buku,
peraturan perundangan, surat kabar Riau Pos, Riau
Tribune, Riau Mandiri, Kompas, mg aah Ekskutif,
Tempo, petalokas, selebaran, risalah rapat, data
direktori perusahaan perkebunan yang diterbit
Badan Pusat Statistik (BPS), dan bahan yang
bersumber dari websitesinternet.
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Selanjutnya, sumber dataprimer diperoleh
dari hasil wawancara mendalam dengan key
imforman yaitu tokoh-tokoh lokal yang mengetahui
sgjarah dan pembangunan perkebunan kel apasawit
di Riauyang beradapadaempat wilayah Kabupaten
yang dianggap memiliki luas|ahan sawit terbesar;
Rokan Hulu, Kampar, Kunatan SIngingi, dan Siak.
Tujuan wawancara itu adalah: Pertama, untuk
mengungkapkan dukungan masing-masing aktor
terhadap pilihan kebijakan kelapa sawit; Kedua,
untuk mengumpulkan datalebih lengkap mengenal
elit kebijakan perkebunan; dan Ketiga, untuk
memperol eh pemahaman tantang bagai manaaktor
mengorganisir diri dan berkoalisi dengan kel ompok
social lain . Sebelum memilih aktor lokal terlibih
dahulu perlu menyusun petasementara elit lokal.
Secaraumum kgjianini membagi duakategori aktor
konteks lokal, yaitu aktor pemerintah dan non-
pemerintah. Aktor pemerintah baik di tingkat proving
maupun Kabupaten seperti: gubernur Riau |,
sekretaris Daerah, Bupati, Kepala Dinas
perkebunan, Kepala Dinas kehutanan, Badan
pertanahan nasional (BPN), K etua atau anggota
DPRD propins dan kabupaten, tokoh bisnis, tokoh
politik, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),
akademis, Badan Ekskutif mahas swa, perbankan,
pengusaha swasta perkebunan (domistik,
internasiona), pengusahaNegara perkebunan, dan
perorangan yang berhubungan dengan kegiatan
usahaperkebunan kelgpasawit di Riau.

Sdainitu, dataprimer diperolehjugamedui
observasi langsung dengan membuat kunjungan
lapangan kepada peristiwayang terkait isu kebijakan
kelapasawit. Observas ini meliputi , seperti rapat
terbuka, pertemuan, demontras, kunjungankelokas
perkebunan. Tujuan observasi ini adalah untuk
memotret kondis lingkungan palitik yang rlevandan
memuat karakrateristik kasus. Dalam observasi in
data diperoleh berupa: foto, selebaran, catatan,
naskah orasi atau pidato aktor, pesan spanduk.

HASIL
Para Pihak yang Terlibat Proses Kebijakan

Untuk mengidentifikas parapihak dalam
formulas kebijakan perkebunan K21, duperlukan
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upayamengel ompokkan paraaktor yang terlibat
yaitu, paraelit yang bersifat mendukung, menolak,
dan menerima dengan syarat kebijakan K2I.
Dinamika respon para aktor dalam formulasi
kebijakan ini sangat ditentukan oleh karakteristik
kepemerintahan nasional yang berlaku dan
karakteristik khasini mewarnai penyelengaraan
pemerintahan lokal di Riau. Pertama, kelompok
mendukung yang diwakili KepaaDaerah. Paraaktor
birokrasi masa ORBA memiliki keperluan
mendapatkan dan memanfaatkan devisa. Sedangkan
masa pasca ORBA, para elit lokal Riau
memperebutkan kendali atas Formulas kebijakan
perkebunan kel apasawit dan secaraindividua atau
terlembagamisanyamenggar PBB, lahan HGU,
dukungan suara dalam Pilkada-L seperti yang
diungkapkan oleh salah seorang informan.
Perbedaannya hanya terletak pada sarana,
basis dukungan, dan aktor yang semakin
kompleks. Fenomena politik ini dapat dilihat
padatabel 1.

Dari tabel diatasterlihat bahwajumlah aktor
yang menanamkan pengaruh politik dalam
penyusunan kebijakan kelapa sawit K2| sangat
beragam basis institusionil, kepentingan dan
sumberdayapoalitik yang dimiliki padamesing-masing
kelompok. Masing-masing kelompok aktor
berupaya agar tujuan dan preferens politiknya
tercapal .karenaitu poersaingan antar aktor tidak
hanyaterjadi antar kelompok misalnyakel ompok
yang mendukung dengan menolak tetapi terjadi juga
daam kelompok yang sama-samamendukung atau
menolak kebijakan K2I. Kedua,kelompok yang
menolak diwakili tokohloka. Kepentingan langsung
Tokoh lokal ini sesugguhnyatidaklah jelas seperti
yang diungkapkan oleh salah seorang narasumber.
Sementara kepentingan tidak langsung hanyalah
bersifat normatif, yakni membentuk opini publik
mengena hak-hak masyarakat |okal yang dimiliki
secara turun temurun. Kendatipun demikian,
kelompok yang menolak kebijkan K2I memiliki
komitmenyang sangat tinggi kepadadaerahmisdnya
memperjuangkan agar hak-hak ulayat masyarat lokd
tidak dilanggar dalam membukaperkebunan. Untuk
itu, tokoh ini mengikuti secaraseksamasetiapisu
pembangunan perkebunan sgak awd di bukahingga
dewasaini.Setelah ORBA runtuh, kelompok ini
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Tabel 1. Identifikasi aktor, kepentingan, basisinstitusional, sumberdaya politikterkait isu kebijakan kel apasawit periode

2005-2010
EELOMPOE ] EELOMPOE 2 EELOMPOE 5
MENDUEUNG MENDUEUNGDGH STARAT MENCOLAE
Pemerintah  Hon Pemernirdah Pementah HonPemenntah  Perernntah Non Perrernntah
Altor Eepala Eomisi DPEDY Wan AR, PAN, FFF, PEE, “Wan 4F, TE, Fia Mardir,
Daerah Eim Chir, bupat Inln,  Akadenmusi, EUD  Kades Eala  PES, FEFR, A4,
Bupat, Purha, S1alk, S aarit Jawa TE, Cinln EEH, JaliWalla,
Carat, Jhar. FT. MA, TAE, LEH,IFPAD AL
Eades, Getharns Eona HElang EAFR 4
Disbuan, AP Bank, Linglmnzan MAREALLIFTEA
DislatEPM,  Dupon,Wilma, R VWONF .
Disnaker, IMarihat Balri, PDI-P, M5, Sialans
Bappeda, PTEH Jenewn AR Tilalahari
Dis perindz. Tlas arto, Almadi, Eabnt
IETES, Fia Matfalmmala
3 apansi IR, 5 aarit
WachMa
Fala Pyloenina
Eepentingan Mencapa Perdapa Pemerata Pemera Penguatan Eedistribusi
pertumbuhan tandan an dalam taan perdapa kapasitas asset dan posisi
elkonona pemasarandlam  rangka tam sejalan has varakat taarar politik
surphas merathlaba dan  menguranzi  menjaga lokal dan masylokal
kelapa s aarit produksi kenuskinan Lelestaran lelestarian
lingloangzan linglomgzan
(matar)
Easis EBirokrasi Eisnis dan Birolrasi LiM, akadendsi, Birolrasi LiM dan
Institnsionil mas y.lolkal dan Parpol akadernasi
Sumber Akses Penzenda Eevenanzan Akses jaringan Akses ke Menbernlk
Dava mformas: dan  lian produksi , dan akses ke kelembag Parpol wracana dan
penbuatan akses  kapital, pucuk aan sosial lenbaga mengendalikan
kepatisan dan proses plImpinan soslal, massa
lokal proses
kebjjakan

Sumber: analisi wawancara,dokumen,dan observasi, 2010

semakin terbuka menanamkan pengaruh politik
dalam proses kebijakan perkebunan di Riau.
Ketiga, kelompok menerimadengan syarat yang
diwakili Dewan Perwakilan Rekyat Dagrah (DPRD)
Riau DPRD sebenarnya mempunyal kekuasaan
politik yang sangat besar sebagai representas dari
sduruhrakya yangdiplihmeaui Pemilu. Kedaulatan
masyarakat |okal menguat setelah diterapkannya
desentralisas pada masa pasca ORBA. Dalam
kasus kebun K2I, DPRD Riau menerimadengan
sejumlah syarat terhadap usulan kebijakan
perkebunan kepala sawit K2I. Kendatipun
kemudian, lembaga politik ini memposisikan
diri menerima kebijakan. Penolakan ini
dilakukan DPRD Riau karena usulan kebijakan
perkebunan itu dinilai tidak jelas teknis
pelaksanaan maupun konsep anggaran.
(Notulensi FGD,2007:4).

Koalisi dan Kerjasama Aktor Lokal

Para aktor lokal berkerjasama dengan
memeakal arenainterakd loka yang semakin banyak
danjaringan paraaktor semakin tumpang tindih.
Gambaran|ebihrinci fenomenapolitik lokal terkait
formulas kebijakan kebun K2l dapat dilihat pada
tabel 2.

Ddam kasus perkebunan kelgpasawit K21,
para aktor utama birokrasi lokal, politisi, dan
pengusaha masing-masing memperjuangkan
kepentingannya, birokrat menjadikan kelgpasawit
sebagal basismateril dalam mempertahankan dan
mencapal kekuasaan lokal. Para politisi lokal
memanfaatkan para pengusaha nasional dan
internasional sebagai motor penggerak untuk
mengontrol modal, perizinan, dan sumberdayapolitik
yang lebih efisien. Kemudian, para pengusaha
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Tabel 2. Matrik Aktor,K epentingan, Basis Dukungan,dan Arena K ebijakan

lermen Eepanbngzan Arena Jaringzan Silasat-siasat Eelompalk Eelompol
vz dimgi kan Penduloangy
Aktar dmrtunzkan
Aktor Davisa™ Birvolyasy, Birokrasi, Megosiasi e Masy adat EBiralyasi, DFD,
Eemm PAT DFEDPED  PapolEeloanpok Pusat, DFE, Tah, Partai, naliter,
13955- Faarpol, Sosialakadennsi  LSDB, Jikalahari, DFD, Toma,
2005 DiewranPakar Pengusaha sawrit Toloh masy Walln Fala
Diaerah lakal
Aktor Devisa™ Birolrasi Birokrasi Pers Meranglml Ilasv.adat, EBirolrasi
Ee=im dan puasat-daerah  lokal Perasahaan, Tokoh lokal LEM-lingla Parpol
2005- Pal ParpolEom, Eebudavaanserm  permsahaan ngan, Walln FPES/FEH,
2007 Lembagza Clah raga, Tolkohpers, WONF, Tika Birolorast, PWI,
adat (rapemsl, melalmaloan Lahar, Tokoh lokal,
APEIImb. MAcara masional PPLH, F apensi,
Malawsia dan Tah, seqarlah akicr
internasional, Lembaga Pus at Pemda
Menerima Adat, Intil Rolul Sial
gelarzalar DFED EolilFEam
tradisional,
Membuat ad at

Sumber: Datawawancara,FGD,dokumentasi, 2010

perkebunan melakukan tindakan-tindakan dalam
rangkamengontrol struktur produksi kebunyang

Tabd 3. Gambaran Besaran PBB di Kecamatan Lubuk Dalam
Kabupaten Siak dan Kecamatan Kunto Darussalam

dikuasai di tingkat lokal . Kabupaten Rokan Hulu 2008/2009.
. . Kecamatan Eesaran Pajak Tamlah Luas Lahan
Preferensi Aktor Dalam Merumuskan Kebijakan Parglalan Kerirei Responden (ha)
Dasa:

SelamapenyusunanKebijakan K2, sudah ¢ Bulitize  Fp.lslal, 130nmng 04 (ladang)
duakdi pergentlafl kepd aDisunRiau. i ng Iempa’ Fyp. 34.000.- 1,8 (b
tanggungjawab tidak hanyaantara K epalaDinas Fo 7 £ 20 520 -
(Kadis) lamadan baru. Tetapi terjadi jugaantara Fp 15 005 47000, Banzunan 36 M2
Kadlsda_n \{Vakadlsb_un yang membl_dangl keb_un P — e LT o T oD
K2l. Sdainitu, hampir semuafraks di DPRD Riau
mempersoalankan kinerja Kebun K2I dalam Fa. 34000 (L Kb
pari purnapertanggungjawaban penggunaan APBD Rp.7.680-Fp.20 820, Bz 96 M2,
2006. Dalam situasi itulahinteraks paraaktor yang fp 2T AR RRATON Bengnan 2
terlibat kebijekan perkebunankelgpasawit berkembang  Fesamatan Kurto
denkemudianmewarma parpdlitikenRiau. Desa .

Menurut informan, bahwa para birokrat di ~ * BewTud k27000 Boang 04 ladane)
lingkungan pemerintah provinsi Riau dalam hal ini Fp.20 #40-Rp 24000, (1,8 Kebux
ber;ifat me_ndua, Secg_rainstitusional berupaya _me— Fop 47 I00-R570.000 B 96 12,
ngejar bagaimanakebijakan perkebunan memberikan Bangunan 36 M2
kontribusi kepada APBD Riau diisatu sisi. Sebagai  ——— Fip 2700 T omme 04 (o)
gambaran kontribusi perkabunan itu adalah PBB,
luran Pembangunan Desa (IPEDES) misalnya di Fp-7000-Fp 47,000 (L8 Kebuz)

K ecamatan Tapung Kampar Rp.5000,- s/d Rp.6.500,- Fp. 15.000-Rp47000- Eumi % Iu% i
ANZInan

/ha., 45 % penerimaan pajak di Riau berasal dari
perkebunan. Di bawah ini di gambarkan penerimaan
PBB dua Desa kabupaten Siak dan Kabupaten
Rokan Hulu.

Sumber; Kantor Kepala Desa Ujung Batu, Bank Riau Capem
Ujung Batu,Kantor Kepaa Desa Bukit Agung,masing-masing
Desa 57 responden.Wawancara beberapa petani pekebun.



130

Kontribusi besaran nilai PBB ditentukan
oleh luas, pola perkebunan, dan harga yang
diterapkan. Pada prinsipnya Pola PBS dan PIR-
Transmemiliki objek pajak dengan ragam lahan
kebunyang relatif samayaitu lahan kebun, ladang,
dan bangunan. Sedangkan perkebunan rakyat
(swadaya) hanyalahan kebun. Menurut responden
sebelum proseskonvers dari perusahaan kepada
petani plasmaPBB dibayar oleh perusahaan, petani
plasma membayar (melalui kelompok tani atau
Kepala Desa) sesudah kepemilikan lahan
diserahkan.

Di gd lain, hasil kebijakan masuk keAPBN
berdasarkan data stati stik 2004/2005 ekspor CPO
dan turunannyasekitar US$ 2.076/18.852 triliun.
Perhitungan pajak ekspor (PE) 1,5% = 99,254
milyar semuamasuk ke APBN Pusat. Jika pajak
ekspor ini dinaikkan 6,5% maka PE CPO dan
turunannyadari Riau kePusat menjadi Rp1.225T
(notulens FKMR, 14 Juni 2007).

Tabel 4. JenisKontribusi Perkebunan K elapa Sawit

1 Pyak menghasilan (FPH 21 karwwrandstafvang bekena di
induste kelapa sawnt 524-35%

2 FPH 23barane weome dar harnegen

3 FPh23 padajasakonrak perkebunan pada mhak ke-3 sebesar
4. 5% 10% dan mla komtrak,

4 FFH 25 pajak penghasil barane 35% da kenrdangan

ersahaan

Jerus lain FEE tergantine has tawh mlanya 24500002 lahan

Purgutanekspor (FEJunbik menjaza saplay CPOantuk

dalam negeri 1 5% -6.5% dikallan milai ekspor. D1 Indomesia

ada pungutan ekspor sama dengan Malavsia, D1 Indoresia FE

masuk pusat sedanglkan di Malawia dignnakannahil:

1) E1set kelapa sawit

21 Promos1

31 Dana standb y kala nowyal nalk

T PPN 10% dan kerreliCFO

8 Pangutan kebla mendapat HGT

g EPHTE

10 Payjak airbawah tarah

11  Pyak pengzunaan genset

Sumber:GAKPI,dan Data Ol ahan,2007,2010

o

Apakah paratokoh dan birokrat yang nota
bene add ah orang yang dipercaya memperjuangkan
kepentingan publik. Namun hal ini dibantah oleh
informan lain seorang politisi, yang menyatakan
bahwa paratokoh |oka dan Pemdatel ah berupaya
meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal
melalui pengembangan perkebunan kel apa sawit.
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Program PIR teruji mengangkat ekonomi
masyarakat Riau di dalam dan di sekitar kebun,
memang dalam pelaksanaannya, kebijakan ini
banyak kendala. Karenaitu, animo masyarakat Riau
tentang kebun cukup tinggi.

Penjelasan di atas. Informan juga ingin
mengatakan bahwa Pemerintah tetap mengutamakan
kepentingan masyarakat |okal dalam persaingan
menergpkan kebijakan perkebunan di Riau. Bahkan
untuk menegaskan hal itu informan ini memberi
contoh desa Tandun sebagai area pertama
perkebunan di Riauyang notabene menergpkan pola
PIR-Bun. Informan ini menyatakan bahwa
pendapatan bersih petani plasmaPIR kel apa sawit
Rp.2.000.000/K K/bulan/hahampir duakali lipat
pendapatan bersih petani plasma PIR karet
Rp.1000.000,/KK/bulan.

Sumber Daya Yang Dimiliki Para Aktor

Program kebun K21, melibatkan berbagai

elitloka yang bersaing, berinteraks ddam berbagai
arena, memakal jaringan, Smbol-simbol tradisiona
diantara kelompok-kelompok di tingkat lokal.
Namun politik persaingan aktor yang bersifat
resiplokal ini ternyatatidak mampu meahirkan dan
mengembangkan proses pengambilan keputusan
loka yang menguntungkan masyarakat, terutama
dalam suasanakonflik, karenasebab-sebab yang
akandiuraikan berikutini.
Dalam kasus perkebunan kelapa sawit K2I, para
aktor utamabirokras loka, politisi, dan pengusaha
masi ng-masi ng memperjuangkan kepentingannya,
birokrat menjadikan kelapa sawit sebagai basis
materil dalam mempertahankan dan mencapai
kekuasaan lokal. Parapolitis lokal memanfaatkan
parapengusahanasional daninternasional sebagal
motor penggerak untuk mengontrol modd, perizinan,
dan sumberdaya politik yang lebih efisien.
Kemudian, para pengusaha perkebunan
melakukan tindakan-tindakan dalam rangka
mengontrol struktur produksi kebun yang
dikuasai di tingkat lokal.

Sdanitu, paraaktor jugamemaka smbol-
simbol tradsiona berbasiskan etnik yang ada di
tingkat loka maupun nasiona. Situas itulahir dari
sifat kebijakan pembangunan yang eksploitatif dan
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diperparah olehkondis pengusaha-pengusahaloka
yang relatif memiliki modal tetapi terbatas akses
kepada proses pengambilan keputusan di tingkat
pusat.

Menurut DPRD Riau Ketua Komiisi-B,
K ebijakan PemdaRiau tentang K ebun K el gpasawit
K2l sebetulnyadilatar belakangi oleh antusiasme
masyarakat ke kebun. Dalam konteks inilah
Komsg-B mendukung PemdaRiauterkait program
strategisnya K2l. Masih menurut responden ini,
semangat orang Riau kdau dibandingkan daerahlain
misalnya Sumatera Barat (Sumbar), animo
masyarakat tentang kebun cukuptinggi. Hal ini sudah
teruji dari program PIR-Trans, KKPA.

Gagasan kebijakan kebun kelapasawit K2I
tidak lepas dari harapan elit-elit lokal dalam
mengatas munculnyakonflik sosd di Riau. Konflik
sosial ini muncul diklaim karena kebijakan
perkebunan yang ada selamaini kurang relevan
dengan kondisi dan karakteristik masyarakat di
Daerah Riaumisanyatumpang tindihlahan.

Karenaitu, menurut Pemda Riau konsep
Kebun K2l itudimula dari ide penataan kembali
luas areal perusahaan perkebunan swasta (PBS)
kel gpasawit yang telah memiliki waktu operas lebih
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dari 10 tahun kestas. Pendataanini dilakukan oleh
Disbun Riau bersama-samaBPN. Sebelumnyalahan
kebun diperuntukkan bagi masyarakat tempatan
melaui misanyapolaK KPA. Namun, PolaK K PA
ini mengandung berbagal kelemahan di Riau antara
lain polaintinyadipeliharadengan baik, plasmanya
justru dibiarkan tidak terawat. Kemudian, jumlah
tanamannyapuntidak sesual seharusnya 132 pokok/
hadiakali mereka(WawancaraMaret:2010). Oleh
karenaitu muncullah dternatif polaK eébun K21, Dari
sis lahan, Kebun kelgpasawit yang dibangun tidak
adauntuk perusahaan. Sduruhnyauntuk masyarakat
miskin, pengembang diberi danaAPBD dan uang
ini akan dikembalikan kepada Pemda. Usul ini
diharapkan memberikan ide penyel esaian konflik
lahan perkebunan terutamaantara perusahaan dan
masyarakat tempatan. Penanganan konflik lahan
kelapa sawit ini diharapkan dapat meredam
sekaligus mempertimbangkan kepentingan
masyarakat tempatan.

Sepanjang yang dapat diamati interaks
antara aktor dan kelompok dalam formulasi
kebijakan kelapa sawit K2l berlangsung di Riau
sepanjang tahun 2005-2010 dapat dilihat pada
gambar 1 berikutini:

Penetapan -
Frogram Ksbun Femda Rim Eebijakall Efis iezsi
K21 B Angzaran
+ lahan
¥
Konsi-
Fepals Daerah DERED
w
Piogram WAE
t Eebun 4
Birnkrat Konisi- Kal
LFRD I
I LiM
PT.GEF < Linglunzan
Eeterangan:
L1 -4kior g =Eoalii e =Penzamh

Gambar 1. Perpolitikan Lokal Terkait Formulasi Kasus K ebijakan
Perkebunan Kelapasawit K21, 2005-2010
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Moddl interaks aktor dalam situas konflik
perkebunan Kelapasawit K2I di ddamskemaldi
atas berbasi skan keputusan lokal yang dilandasi
perspektif kelompok , mempertimbangkan kekuatan
aktor yang berkembang di tingkat lokal dalam
memperebutkan sumber daya perkebunan kelapa
sawit seperti yang sudah diuraikan dibahagian
terdahulu. Paraaktor birokrat berkoalisi dengan
swasta dan berupaya menanamkan pengaruh ke
komisi-komis DPRD. Konseps ini dimaksudkan
untuk memberikan landasan prinsipil aturan main
dalam berinteraks paraaktor loka . Sehinggamodel
ini diharapkan dapat menekan potensi destruksi
misanyasding bakar, dan sebagainya Padaakhirnya
diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi
terjadinya perubahan dan tumbuhnya dinamika
masyarakat di tingkat |okal.

PEMBAHASAN

Hasi| penelitianini, penulismemperoleh
temuan yang berbedameskipun dalam banyak hal
sgjaan dengan konsep ““Bureaucratic Pluralism”
dari MacIntyre (1991:10-11) dan “ ““Restricted
Pluralism’ dari R.William Lidlle (1997:17 ) ddam
menjelaskan formulas kebijakan masaOrde Baru.
Dikatakan sgjalan, karenamenurut parailmuwan
plurdisini, pemerintahan Orde Baru dan pascaOrde
Baru tidak sepenuhnya “solid” dan “tertutup”.
Pertama, birokras pemerintah padamasaitu tidak
bebasdari perselisihan politik internal. Berbagal
kelompok dalam birokrasi, mewakili kepentingan
ingtitus (misalnya, departemenA versusdepartemen
B) atauindividu (misalnya, menteri A atau menteri
B), memperjuangkan hal yang berbeda, walaupun
daam batas-batasyang ditolerir olen astemotoriter
itu. Dalam birokrasi masa otoriter dan (orde
reformas) itu masih dimungkin adanyapluraisme
keperluan publik. Kedua, proses pembuatan
keputusan waktuitu jugatidak kedap pengaruh dari
luar birokrasl, yaitu pengaruh dari paraaktor non-
negara. Daam sektor-sektor kebijakan publik yang
dianggaptidak strategis, yaitu tidak menyangkut isu
keamanan nasional dan isu publik tingkat tinggi
lainnya, proses pembuatan kebijakan itu bisa
mentolerir pengaruh dari luar. Pengkgjian Liddle
(1977:12-14) mengena kebijakan pertanian beras
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dan gula, dan penelitian Maclntyre (1991:16-18)
mengenai kebijakan pemerintah dalam regulas
industri tekstil, farmasi dan jasa asuransi, yaitu
sektor-sektor penting dalam ekonomi tetapi tidak
menyentuh isu keamanan, menunjukkan bahwa
pemerintahan Ordebaru cukup plurdigtik. Bebergpa
kelompok kepentingan bisamemmpengaruhi hasil
akhir proses kebijakan publik. Dinamika
perpolitikan kelompok itu tercermin dalam proses
kebijakanitu. Hasil akhir proseskebijakanitutidak
hanyaditentukan secara sepihak oleh pemerintah.
Liddle menyebut fenomenaini sebaga ““restricted
pluralism”. Berlangsung formulas kebijakan yang
pluralis, tidak sekadar manolitik, tetapi terbatas
hanya dalam sektor-sektor yang non-publik dan
non-keamanan (Mac Cintyre:1991: 16-18).
Dikatakan studi ini berbeda, karenadewasa
ini terjadi perdebatan di kalangan ahli politik |okal
di Indonesia mengenai perubahan dinamika
perpolitikan kelompok dalam proses kebijakan
pasca Orde Baru. Menurut Baswedan (2007:xii)
sejak Soeharto turun dari kursi kepresidenan,
dinamikapolitik Indonesiamemasuki erabaru. Di
satu S terjadi desentralisas kekuasaan dari tangan
lembagakeperes denan kepadalembaga-lembaga
tinggi negaralainnya. Di 99 lain, terjadi desentraisas
otoritaspolitik dan admingtras dari pusat kedaerah.
Di beberapadaerah efeknyacukup signifikan. Lain
halnyastudi yang dilakukan Nordholt dan Klinken
(2007:10-11) dan Pamungkas (2006:73) mencatat
bahwada am banyak ha IndonesiaPasca-Soeharto
menunjukkan kontinuitas-kontinuitasdengan periode
sebel umnya, meskipun kepemimpinan pusat dari
rezimlamasudah melemah, yang membukajdan bagi
“faksionalisasi” dan desentralisasi kekuasaan.
Namun, perbedaan-perbedaan kelas masih cukup
tajam. Dengan demikian adalah salah kaprah jika
memandang orde baru sebaga seperangkat ingtitus
yang beroperasi secaraterlepasdari masyarakat,
dan mempunyal asul-usul pada beambtenstaat
zaman kolonial. Perbedaan-perbedaan buatan
antara“negara’ dan “masyarakat”,” negara’ dan
“pasar”, dan hubungan-hubungan “formal” serta
“informal” perlu ditinjau kembali secarakritis. Di
tengah-tengah perdebatan yang terjadi dikalangan
ilmuwan pluralis diatas, studi ini mengetengahkan
argumen pokok adalah prosesformulas kebijakan
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Indonesia sejak 1999 berbeda dengan proses
formulas kebijakan publik di masasebelumnya.
Sesudah“reformas 1998”7, formulag kebijakanloka
di Riau mengalami perubahan. Walaupun ada
banyak struktur dan praktek politik yang tidak
berubah, penulismengg ukan argumen bahwalebih
banyak lagi yang mengalami perubahan. Studi
ini berusaha mendukung argumen tersebut
dengan mengajukan studi kasus formulasi
kebijakan di bidang perkebunan kelapa sawit
K2l di Riau.

Daam kasus prosesformulasi kebijakan
perekebunan kel gpasawit K2I di Riau ditemukan
bahwa proses pembuatan kebijakan K2I tidak
kedap pengaruh dari luar birokras, yaitu pengaruh
dari para aktor non-negara. Bahkan, selama
penerapan kebijakan desentralisasi dan otonomi
daerah di Riau dinamikaaktor non negaramisanya
LembagaswadayaMasyarakat (L SM) lingkungan
sedemikian rupapesat. Daam konteksini, beberapa
studi perpolitikan lokal misalnya di Banten dan
SumateraUtaramenunjukkan bahwaperan dit dapat
menentukan bangkit dan menguatnyas stem politik
(lokal) yang demokratik atau sebaliknya
(Agustino,2010:108-109 dan Hadiz:,2002:235).
Selarasdenganitu, Rasyid (1997: 19-26), Santoso
(2004: 18), dan Abdullah (2000:31 ) mencatat
bahwadinamikapolitik lokal bisabersifat positif
namun tidak mustahil bersifat negatif artinyahasrat
reformad bertolak dari optimismemasadepan, kdau
saja berbagai hal bisa diperbaiki, sedangkan
“transisi” boleh jadi memberikan suasana
ketidakpastian. Studi yang dilakukan Syaiful
(1996:21) pada masa Orde Baru menemukan
bahwakonflik agrariasangat menonjol di wilayah
perkebunan. Kanflik ini terjadi karenapenyerobatan
lahan oleh swasta kepada |lahan masyarakat
setempet.

SetedlahmasapascaOrdeBaru di Riau, studi
formulas kebijakanini mencatat bahwapdingtidak
adatigakasusyang menonjol, di manaelit dapat
berperan mewarnai arah kebijakan lokal di Riau
yaitu konflik atas proses perizinan dan penataan
ruang. Konflik penguasaan |ahan perkebunan, dan
konflik mengena pengd olaan perkebunan. Konflik-
konflik ini inteng tasnyasemakin meningkat sebagal
akibat persaingan €lit lokal dalam proseskebijkan
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baik di tingkat pusat dan daerah (Syahza,2004:242-
243 dan Rab,2005:22). Isu-isu kebijakan
perkebunan ini tidak saja diperdebatkan secara
ekonomi, sosial, budaya. Tetapi sudah
diperdebatkan dalam kampanye Pemilihan umum
kepal adaerah (Pemilukada).

Fenomenabirokras pemerintahlokal tidak
bebasdari persdishan internd (Macintyre: 1991:16-
17).Sdamapenyusunan kebijakan perkebunan sawit
K2l telah tejadi perbedaan pendapat antarakepaa
daerah baik di tingkat proving dan kabupaten kota
misa nyadalam menentukan |ahan perkebunan, dan
tataruang. Fenomenaini sebenarnyakontinuinitas
politik periode sebelumnya. Perbedaannya pada
masa Orde Baru pertentangan antarakepentingan
Pusat dan kepentingan Daerah karenapolahubungan
pusat-daerah  “integrated perfectoral
system” (Suryadi,2004:6-7 ). Pada masa pasca
Orde baru, studi ini menemukan bahwa perbedaan
kepentingan itu semakin mel uastidak hanya Pusat-
Daerah tetapi antara pemerintah provinsi dan
kabupaten/kota. Riau, sebagal daerah yang paling
intensif dan ekstensif dalam penerapan kebijakan
perkebunan pola Perkebunan besar swasta(PBYS),
di daerah ini muncul sgjumlah konflik antara
masyarakat (setempat) dan perusahaan (Hidayat,
2006:77, Endang, 2010:108, dan Wahsono,
2003:47-48), pemerintah daerah, dan kel ompok-
kelompok sosia lainnnya( Ngadisah, 2002:67-68
dan Awang, 2005:15) . Konflik ini menandai sifat
karakter persaingan lokal di Riau pascareformas
terkait isu kebijakan perkebunan. Kelapa sawit
merupakan salah satu subsektor pertanian yang
paing dinamisdi Indonesia. Pertumbuhan kel apa
sawit yang pesat ini sudah didorong oleh berbagai
faktor dan kebijakan ekonomi pemerintahan
Soeharto (Casson, 2000:274-277 dan Zulkifli,
2000:30-35).

Perbedaannyaberbagai studi diatas pada
dasarnyamemfokuskan diri padaisuimplementas
kebijakan perkebunan dan menekankan Sis untung-
rugi ekonomis. Penelitian ini fokusnya pada
formulas snergisitaskebijakandi tingkat loka masa
pasca ORBA yang menggunakan isu kebijakan
kelapasawit sebagai pintu masuk. Studi mengenal
perkebunan sdamaini tidak mengkatkannyadengan
persoalan lokal. Karenaitu, studi ini bermaksud
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mengis kekosongan khasanah kgjian pemerintahan
lokal dan otonomi daerah di Indonesia.
Konseptualisasi yang dihasilkan dalam studi ini
dikambinasikan dengan pandangan para kaum
pluraisyang sudah dikudifikas olehteori ““pilihan
rasional’’, dan “prosesi kebijakan™ bisadipakal
untuk merumuskan petakonsepformulas kebijakan
seperti padagambar 2.

Konseptualisas formulas yang digjukan
diatas sudah dikualifikasi melalui teori “pilihan
rasional™, “transisi demokrasi’’, dan “formulasi
kebijakan™ bisa dipakai untuk merumuskan
kerangkateoritik, yaitu: @) Kebijakan publik adalah
has| dari suatu persaingandit yang dinamik di tingkat
loka maupun nasiond. b) Masing—masing aktor ,
individu maupun kelompok yang terlibat dalam
proses kebijakan itu berusaha memanfaatkan
keperluan sendiri, yang pada dasarnya adalah
keinginan untuk memaks makan pengaruhterutama
dalam proses pembuatan kebijakan publik dan )
Ungkapan dari upayamaksimalisas pengaruhitu
dipengaruhi oleh konteks institusional yang
melingkupi masing-masing aktor dan kapasitas
masi ng-masi ng dalam menggerakkan sumber daya
lokdl.

Paling tidak adaduahal yang menarik dari
hasi| studi ini yang dapat dijadikan rekomendasi.
Pertama, agar formulasi kebijakan tidak

Element 1: Eebijakan pubhk adalah hasil dan

Jurnal IImu Administrasi Negara, Volume 11, Nomor 2, Juli 2011: 125 -137

berlangsung dalam situasi konflik terus menerus.
Proses ini hendaknya menghindari kebijakan
perkebunan yang eksploitatif di daerah. Hdl ini terjadi
karena adanya desakan ekonomi sebagal akibat
merosotnya devisa negara pada masa krisis
ekonomi. Krissekonomi dewasaini telah memaksa
negara menggali sumber-sumber devisa baru.
Strategi ini memberi implkas padasifat hubungan
pemerintahan yang simbiosis antaraaktor pusat,
Birokrat, Pemilik perkebunan besar, dan paradlit
lokal sedemikian rupa dalam memproduksi
kebijakan-kebijakan lokd. Tetapi paraaktor itu gagd
dalam membangun hubungan partisipasi
berdasarkan akuntabilitas publik. Padahal, sgjak
1999 muncul persaingan antar kelompok; birokras
Pemda, pengusaha perkebunan (besar), dan politis
partai memaka berbagal arenamemanfaatkanisu
perkebunan sebagal isulokd. Daam perjdanannya,
intensitas persaingan itu semakin dinamik dengan
tampilnyalL SM, parakelompok adat, pemimpin
partai, kelompok kepentingan berbasis etnik.
Kelompok-kelompok inilah yang mewarnai
formulas kebijakan sawit K2I.

Kedua, dalam menghadapi problematika
kebijakan perkebunan tambal sulam
(komplementer) dalam konteks OTDA. Perlu
membangun koalisi, negosiasi dengan kelompok-
kelompok informal lainnyasejak merumuskan isu

suaty persaingan kelonpok vang dinamik di
tngkat lokal manpun nasional .

F 3

¥

Element 2:Masing —masing aktor, indiada manpan
kelompok wang terlib at dal avn fommalas kebijakan 1
bemsaha memantiatkan mnberdaya sendini, vang pada
dasamys adalah upaya memaks imallan penganih sosial
temtama dalam proses pembuatan kebjjakan publik

F 3

¥
Element 3: Ungkapan dari upaya maksimalisasi
pengamh  sosial 1 dipemgamlu oleh  kontelks
ustisional varg melinglupl masmg-masing alotor
dan  kapasitas THasIg - 1Mas INg alit dalam
memanfiatlan sawb ey daya lokal.

Faktor -faldor
KEoalsy,
Hegosiasi,
_ Eerjasama, dan Ly Eeﬁnﬁﬁl
" 2 tmkr desetralis asi
Eelmasaan

Gambar 2: Konsep Formulasi Kebijakan
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kebijakan.. Karena kebijakan K2I dibuat dalam
situasi masing-masing kelompok yang bersaing
memperjuangkan kepentingan yang berbenturan,
dengan basis dukungan yang beragam, dan
perbedaan sumber daya lokal yang dimiliki.
Pengalaman ini menginspirasikan studi ini
mengusulkan hipotesissebagal berikut: Formulas
sinergisitaskebijakan mengenai kelapasawit K2l
di Riau ditentukan oleh persaingan antar kelompok
birokrat, pengusaha, politisi yang masing-masing
memperjuangkan kepentingannyayang berbenturan
dan kemenangan dalam persaingan itu ditentukan
oleh keberhadlannyaberinteraks membangunkodid
dannegosias.

SIMPULAN

Dari perpaduan hasil dan pembahasan hasi
pendlitian, penulisdapat menarik kes mpulan bahwa
aktor yang efektif dalam perebutan kendali atas
formulas kebijakan perkebunan adalah paratokoh
yang efektif menanamkan pengaruh sosia dalam
membuat keputusan perkebunan kel gpasawit. Para
aktor yang memegang kendali atas kebijakan
perkebunan inilah yang mempengaruhi proses
formulas kebijakan perkebunan di Riau sgak 2005
2010.

Parabirokrat di Daerah bersaing dengan
tokoh partai dan swastamemperebutkan kendali
formulasi kebijakan perkebunan kelapa sawit.
Formulasi kebijakan publik adalah hasil dari
persaingan elit. Sebab proses persaingan lit lokal
dan nasional itu akan menghasilkan siapa mem-
peroleh apa, kapan, dan bagaimana. Oleh karena
itu, proses penyusunan kebijakan publik mengena
kelapa sawit di Riau adalah sebaga hasil dari
persaingan dit lokal maupun nasiona. Aktor-aktor
dengan kepentingan yang berbeda-bedaberinteraks
dalam mewarnai proses kebijakan perkebunan
kelapasawit di Riau. Kelompok-kelompok yang
merespon kebijakan perkebunanitu dapat dikelom-
pokkan yang pro, menolak, dan menerimadengan
gyarat kebijakan.Sinergistaskebijakan desentraisas
sangat ditentukan oleh kemampuan merangkul
kelompok-kelompok itu.

Caraaktor mencapai kepentingan terkait
formulasi kebijakan perkebunaan kelapa sawit
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memanfaatkan arenapolitik, ekonomi, sosial,dan
budayasertamenggunakan jaringan di tingkat lokal
maupun nasional. Sgjak penyusunan kebijakan
perkebunan kel apasawi K2I, kebijakan ini men-
dapat dukungan sekaligus penolakan. Parapemain
yang mendukung kebijakan perkebunan padamasa
itumempunya maksud untuk mencapa pertumbuhan
ekonomi pesat medui surpluskomoditi kelgpasawit.
Kelompok ini memiliki jaringan dari tingkat
Pemerintahan Pusat, Proving hinggaDesa. Kelom-
pok ini tidak hanyaberdomigli di Pekanbaru, melain-
kan adajugayang beradadi Jakarta..

Preferend paraaktor dalam memilihkebija
kan perkebunan K 2l .sebenarnyamempertimbangan
keuntungan kelompok masyarakat lokal jangka
pendek. Nalar studi ini terletak padaketika para
pemain lokal dan nasional berdebat memilih pola
K2l yang akan diterapkan di Riau. Sebelum 1999,
perdebatan aktor memang tidak terjadi di tingkat
lokd. KarenaPusat |ebih dominan, aktor loka hanya
perpanjangan tangan Jakarta. Sesudah 1999,
tumbuh kel el uasaan dit dalam menentukan pilihan-
pilihan kebijakan. Bagaimanapersaingan dlit lokal
mengenai isu kebijakan perkebunan kel apasawit
berlangsung sehingga pada akhirnya kelompok
pendukung polakemitraan dapat memenangkan
persaingan dalam proses kebijakan perkebunan
kelapasawit K2I.

Dalam pememerintahan lokal yang plura
listik, formulas kebijakan seolah-olah disusunpara
elitloka secarasendiri-sendiri. Pedahd, hasil akhir
proses kebijakan perkebunaan kel apa sawit diten-
tukan oleh keberhasilan membangun koalisi dan
negosias dengan kelompok-kelompok informal
lainnya. Inilah yang menje askan bagaimanakebija
kan ekonomi perkebunan kel gpasawit K21 itu penuh
konflik dan mengapakel ompok birokrasi pemerin-
tahan dapat memenangkan persaingan untuk tetap
menerapkan kebijakan perkebunan kel apa sawit
K2l di Riau

Pada masa Otonomi daerah, pengorgani-
sasan paraaktor daam kepemerintahan loka agak
melemah, wal aupun padabatas-batastertentujumlah
organisas yang mewarnal isu kebijakan perkebunan
bertambah. Hal ini terjadi karenaparaaktor menga
lami banyak kesulitan dalam bekerjasama, batas
antarakepentingan individua dan organisas sangat
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tipis. Paraaktor seolah-olah bergerak sendiri-sendiri,
tetapi pada waktu bersamaan para pemain ini
mengusungingitus daam merebut pel uang-peluang
ekonomi-poalitik perkebunan. Sehinggainigatif |oka
yang muncul lebih banyak daam kepentinganindi-
vidud Keterbatasan ddam bekerjasamainilahyang
menjadi penjeasmengagpakonflik perngorganisasian
aktor mewarna penyel engaraan pemerintahan lokal
di Riau kasus kebijakan perkebunan kel apa sawit
K2I.
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